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Abstract
-
bpsk / 2012 / pn.sk. In a verdict it contains about a row between of Etik Sri Sulanjari and PT Sinarmas 
-
consequences of which is to be received. Legal research method used is normative or research doctri-
nal namely research conducted by means of researching materials  or secondary consisting of material 
primary law, material secondary law, legal and material tertiary.Research this law uses approach cases 
with analyse cases relating to the issues faced by that has become court decisions that have permanent 
legal entity .Based on the results of research and discussion that can conclude  to the execution against 
-
of the treat .
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang tidak 
yang telah ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Diketahui dalam proses eksekusi tersebut PT 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi obyek  Jaminan Fidusia 
yang tidak didaftarkan dan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan karena hal tersebut. Penelitian 
ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia 
secara benar oleh peraturan yang berlaku dan mengenai konsekuensi yang akan diterima. Metodelogi 
-
kan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, ba-
han hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus 
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dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pen-
gadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulakan bahwa pelaksanaan  eksekusi terhadap obyek  Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan 
Undang Jaminan Fidusia dan berakibat hukum batalnya Perjanjian tersebut.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia  tidak didaftarkan, Eksekusi
A. Pendahuluan
Berkembangnya keinginan masyarakat un-
tuk meningkatkan taraf kehidupannya di ten-
gah-tengah suatu kelompok masyarakat men-
gakibatkan masyarakat khususnya di Indonesia 
berkeinginan untuk memenuhi segala kebutu-
hannya tersebut. Keterbatasan ekonomi yang 
sering kali menjadi penghambat masyarakat 
di Indonesia tersebut untuk memenuhi kebu-
tuhannya. Salah satu cara masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya tersebut dengan dana 
yang sedikit adalah dengan melakukan suatu 
kredit atau utang. Utang piutang tentunya bukan 
menjadi hal yang biasa lagi di tengah-tengah 
masyarakat saat sini. Semua orang telah men-
genali apa itu utang piutang. Bukan hanya ma-
syarakat ekonomi rendah saja tetapi utang piu-
tang ini juga dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki strandar perekonomian yang relatif bisa 
dikatakan mampu. Suatu utang diberikan pada 
dasarnya atas integritas atau kepribadian debi-
tur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa 
kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debi-
tur akan memenuhi kewajiban pelunasannya 
dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jami-
nan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak 
debitur dengan niat baik akan mengembalikan 
pinjaman (J. Satrio,2002:97). Dari kenyataan 
yang ada tersebut, untuk menjaminkan suatu 
pengembalian terhadap utang yang telah diberi-
kan kreditur maka suatu perjanjian diikuti den-
gan suatu perjanjian tambahan. 
Jaminan yang diberikan oleh Lembaga Pem-
-
sia ini diberikan kepada pihak kreditur oleh lem-
baga pembiayaan. Pemberian jaminan tersebut 
nantinya akan berguna bagi lembaga pembiay-
aan dalam hal eksekusi benda jaminan. Dengan 
kata lain, apabila konsumen (debitur) melalai-
kan kewajibannya atau cidera janji yang berupa 
lalainya konsumen memenuhi kewajibannya 
pada saat pelunasan utangnya sudah waktu-
nya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti 
itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas 
benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi 
Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Un-
dang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan 
mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek 
Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan 
pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan 
perundang-undangan yang berlaku. Tidak ja-
rang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan 
perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lem-
baga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak 
melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur 
dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian se-
bagai perjanjian dibawah tangan karena tidak 
ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas 
perjanjian tersebut. 
Eksekusi atas obyek Jaminan Fidusia dalam 
lembaga pembiayaan sering kali melakukan 
eksekusi secara sepihak. Pada awalnya mung-
kin yang digunakan untuk melakukan eksekusi 
atas barang jaminan tersebut adalah karyawan 
dari lembaga pembiayaan itu sendiri jika ter-
jadinya suatu kredit macet terhadap konsumen. 
Tetapi apabila hal tersebut tidak berhasil lem-
baga pembiayaan biasanya menggunakan debt 
collector untuk mengeksekusi barang jaminan 
tersebut. Dalam melakukan kegiatannya debt 
collector tadi sering ataupun sudah bertindak 
seperti preman agar konsumen membayar atau-
pun menyerahkan kendaraannya. Seperti hal-
nya yang terjadi oleh kasus yang dialami oleh 
-
-
nance adalah suatu lembaga pembiayaan yang 
bergerak pada tipe pembiayaan berupa leasing, 
(http://simas-
, diak-
ses 12/12/2015 pukul 13.13 WIB) Dalam kasus 
tersebut Etik Sri Sulanjari melakukan pinjaman 
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) den-
-
Privat Law Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016134
metallic, atas nama Etik Sri Wulanjari. Dan oleh 
-
sar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 
rupiah) dan dengan ketentuan bunga yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam 
jangka waktu angsuran selama 24 bulan. Pada 
angsuran ke 10 da ke 11 Etik Sri Sulanjari ini ti-
dak melakukan kewajibannya dengan membatar 
melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan 
paksa dan tidak dengan berdasarkan peraturan 
-
sia yang ada. Ternyata setelah Etik Sri Sulan-
jari mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan 
jaminan tersebut juga tidak didaftarkan jaminan 
Berdasarkan latarbelakang di atas, maka 
penulis akanmembahaslebihdalamlagimenge-
nai Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Ti-
B. Metode Penelitian
Penelitian hukum yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif atau disebut juga den-
gan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hu-
kum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersi-
er. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian 
yang berkaitan dengan hukum (legal research) 
sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat 
normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kasus (case approach). Pu-
tusan yang digunakan adalah Putusan Pengadi-
case approach) di-
lakukan dengan ratio decidendi atau reasoning 
dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan 
isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu-
kum yang tetap dari pertimbangan pengadilan 
sampai pada putusan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda 
Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
Pada tanggal 14 April 2011 Etik Sri Su-
lanjari mendatangi kantor PT. Sinarmas Mul-
-
mohonan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- 
Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, 
atas nama Etik Sri Sulanjari.Setelah adanya 
-
nance memenuhi permohonan Etik Sri Su-
lanjari dengan memberi pinjaman sebesar 
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu 
rupiah) yang dibuat dalam Perjanjian Pem-
biayaan Konsumen dan Pemberian Jami-
911041101941, tanggal 15 April 2011. Den-
gan ketentuan bunga 33,1713% per tahun, 
dan jaminan, dalam jangka waktu 24 bulan 
dan mewajibkan Etik Sri Sulanjari untuk 
membayar angsuran utang pokok dan bung-
anya sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sem-
bilan puluh tujuh ribu rupiah) pada selambat-
lambatnya tanggal 15 setiap bulannya. 
Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 
Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fi-
-
Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Su-
permohonan Etik Sri Sulanjari dengan mem-
beri pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- (em-
pat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat 
dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
dan Pemberian Jaminan secara Kepercay-
-
gal 15 April 2011. Dengan ketentuan bunga 
33,1713% per tahun, dan jaminan, dalam 
jangka waktu 24 bulan dan mewajibkan Etik 
Sri Sulanjari untuk membayar angsuran 
utang pokok dan bunganya sebesar Rp. 
297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh 
ribu rupiah) pada selambatlambatnya tang-
gal 15 setiap bulannya 3. Perjanjian Pem-
biayaan Konsumen dan Pemberian Jami-
911041101941 dilaksanakan denganjaminan 
-
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metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari. Pada 
angsuran ke-9 yang jatoh tempo pada tang-
gal 15 Januari 2012,Termohon Keberatan 
mengalami keterlambatan pembayaran. 
Termohon Keberatan baru membayar ang-
suran pada tanggal 8 Pebruari 2012. Bahwa 
pada angsuran ke-10 (jatoh tempo tanggal 
15 Pebruari 2012) dan angsuran ke-11 (ja-
toh tempo tanggal 15 Maret 2012), Etik Sri 
Sulanjari tidak melaksanakan kewajibannya 
membayar angsuran utang pokok dan bun-
Pada tanggal 15 Maret 2012, PT Sinarmas 
angsuran ke-10 dan ke-11 kepada Etik Sri 
Sulanjari, tetapi Termohon Keberatan tetap 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
Karena berdasarkan hal-hal tersebut, PT 
terhadap barang jaminan tersebut secara 
langsung. Karena Etik Sri Sulanjari dianggap 
telah cidera janji terhadap perjanjian yang 
telah disetujui sebelumnya. Maka dalam hal 
dapat diketahui bahwa kreditur melakukan 
eksekusi secara langsung dengan kekua-
saannya sendiri tanpa putusan pengadilan 
sebagaimana yang selama ini dilakukan ter-
hadap debitur yang cidera janji. Sementara 
itu, menurut Undang-Undang Jaminan Fidu-
sia bahwa yang dapat melakukan eksekusi 
secara langsung hanyalah bentuk perjan-
jian yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 
Kekuatan eksekutorial ini didapatkan dari 
2001:200). Dapat diketahui dalam hal klau-
sula sebagaimana tersebut di atas menjelas-
kan risiko yang terjadi dalam perjanjian ini 
dibebankan pada Pembeli sepenuhnya. Hal 
ini diasumsikan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1460 KUH Perdata, bahwa risiko ter-
hadap penjualan barang yang sudah ditentu-
kanditanggung pembeli, meskipun penyera-
hannya belum dilakukan dan penjual berhak 
menuntut harganya. Sehubungan dengan 
itu bahwa ada kecenderungan pihak kreditur 
melakukan tindakan sepihak kepada debitur 
yang cidera janji khususnya dalam melak-
sanakan eksekusi. 
Hal ini tentunya merugikan pihak kon-
sumen karena posisinya berada di pihak 
yang lemah. Berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak, kedua belah pihak dapat mene-
tapkan kehendaknya masing-masing sehing-
ga tercapai persesuaian kehendak atau ke-
sepakatan antara kedua belah pihak(Kartini 
Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2003 : 79). 
Kesepakatan kedua belah pihak tersebut 
mencerminkan asas konsesualisme perjan-
jian (R.Subekti 2005:14). Dengan demikian 
isi dari perjanjian pembiayaan konsumen 
tidak hanya ditetapkan oleh para pihak ber-
dasarkan kesepakatan atau asas konsensu-
alisme, tetapi juga berdasarkan asas keadi-
lan, kepatutan dan itikad baik. PT Sinarmas 
-
sanakan esksekusi terhadap barang Jaminan 
perintah kepada 5 orang staff pegawainya 
untuk mengeksekusi barang Jaminan Fidu-
sia tersebut secara langsung.
 Mereka mendatangi kantor tempat kerja 
dimana Etik Sri Sulanjari bekerja dan memn-
-
Etik tidak mau karena saaat itu pelaksanaan 
eksekusi hanya menggunakan surat perin-
tidak ada dokumen lain yang menguatkan 
pelaksanaan eksekusi tersebut. Pasal 30 
Undang-undang Jaminan Fidusia menentu-
kan bahwa: “Pemberi Fidusia wajib meny-
erahkan benda yang menjadi objek jaminan 
tidak menyerahkan benda yang menjadi ob-
-
mengambil benda yang menjadi objek jami-
bantuan pihak yang berwenang (Bachtiar 
Sibarani, 2001:22). Tetapi lain halnya jika 
pelaksanaan eksekusi tersebut akan batal 
secara hukum. Karena tidak adanya kekua-
tan hukum yang mendasari pelaksanaan 
eksekusi tersebut. Tetapi, pihak PT Sinarmas 
menyerahkan barang jaminan tersebut. 
Pasal 15 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa 
“Apabila debitur cidera janji, lembaga pembi-
ayaan mempunyai hak menjual Benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekua-
saannya sendiri”.  
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Penulis berpendapat bahwa tindakan 
pihak lembaga pembiayaan  yang tidak 
Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang 
Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaft-
aran untuk semua benda yang dibebani den-
-
lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Un-
dang-undang Jaminan Fidusia lahir pada 
tanggal yang sama dengan tanggal dicatat-
-
maka apabila debitor wanprestasi dan tidak 
dapat melunasi hutangnya, eksekusi terha-
dap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undan-
gundang Jaminan Fidusia.
2. Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Ti-
dak Didaftarkan
Berdasarkan Putusan perkara antara 
-
akibat dari eksekusi Jaminan Fidusia yang 
tidak didaftarkan Hakim memutuskan dapat 
-
ikinya dapat melakukan penarikan terha-
dap benda jaminan dari tangan pemegang 
benda jaminan bila debitur melakukan wan-
prestasi, namun tindakan tersebut harus-
lah diserta dengan pengamanan dari pihak 
Kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam 
2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jami-
nan Fidusia, sedangkan penarikan kenda-
raan bermotor yang menjadi objek perjan-
(dahulu Teradu/Pelaku Usaha) dan Etik Sri 
Sulanjari (dahulu Pengadu/Konsumen) tidak 
memenuhi ketentuan yang terdapat dalam 
2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jami-
-
-
pleks dan berisiko sehingga perjanjian jami-
PendaftaranFidusia tidak mempunyai kekua-
tan eksekutorial(Abdulkadir Muhammad, 
2010:241). 
adalah pelanggaran yang sering dilakukan 
kreditur, meskipun kreditur mengetahui ad-
anya aturan tentang kewajiban pendaftaran 
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berlaku-
-
cara elektronik mengakibatkan pendaftaran 
Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaft-
aran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Ter-
-
daftarkan pada sistem pendaftaran jaminan 
lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah 
peraturan menteri tersebut ditetapkan. Akibat 
terdaftar dalam sistem online mempunyai 
-
dusia yang tidak didaftarkan dengan sistem 
manual. Dalam konsideran Undang-Undang 
Jaminan Fidusia menyatakan tujuan diben-
-
sia adalah memberikan perlindungan yang 
lebih baik bagi yang berkepentingan, untuk 
mewujudkan hal tersebut benda yang telah 
-
setyo Adi, 2014 : 57). Pendaftaran jaminan 
-
pai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia 
2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan 
-
dusia.Akibat hukum pelaksanaan eksekusi 
hal debitur melakukan wanprestasi maka 
secara normatif kreditur tidak sah menggu-
nakan parate executie (eksekusi langsung), 
dan proses eksekusinya harus dilakukan 
dengan cara mengajukan gugatan perdata 
Acara Perdata hingga turunnya putusan ha-
kim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Jika pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan, 
maka eksekusi tersebut akan batal demi 
hukum jika debitur mengajukan gugatan ke 
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didaftarkan tersebut maka timbulah perlind-
ungan hukum kepada pihak debitor sebagai 
orang yang dirugikan dalam hal ini. Perlind-
ungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu 
bentuk perlindungan yang diberikan oleh 
hukum terkait pula dengan adanya hak dan 
kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh 
manusia sebagai subyek hukum dalam inter-
aksinya dengan sesama manusia serta ling-
kungannya. Sebagai subyek hukum dalam 
interaksinya dengan sesama manusia serta 
lingkungannya. Sebagai subyek hukum, 
manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 
melakukan sesuatu tindakan hukum. Pada 
dasarnya perlindungan hukum adalah suatu 
perlindungan yang diberikan terhadap sub-
yek hukum dalam bentuk perangkat hukum 
baik yang bersifat preventif maupun yang 
bersifat represif baik yang tertulis maupun ti-
dak tertulis. Perlindungan hukum dapat diba-
gi menjadi dua yaitu:
a. Perlindungan hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah 
perlindungan yang diberikan oleh pemer-
intah dengan tujuan untuk mencegah 
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 
biasanya terletak dalam peraturan pe-
rundang-undangan dengan maksud un-
tuk mencegah suatu pelanggaran serta 
memberikan batasan dalam melakukan 
kewajiban. Perlindungan yang diberikan 
oleh pemerintah dalam hal perlindungan 
preventif ini terletak dalam KUH Perdata 
dan peraturan perundang-undangan lain-
nya mengatur tentang pelaksanaan pem-
biayaan konsumen di Indonesia.
KUH Perdata telah memberikan 
perlindungan hukum yang mana diatur 
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH 
Perdata. Pada Pasal 1131 KUH Perdata 
menyatakan bahwa “segala kebendaan 
si berhutang, baik yang bergerak maupun 
tidak bergerak, baik yang sudah ada mau-
pun yang baru akan ada dikemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perika-
tan perorangan”.
Pengertian diatas, menunjukkan ses-
eorang mengikatkan diri pada suatu per-
janjian maka sejak itu pula harta kekay-
aannya baik yang sudah ada maupun 
yang akan ada secara otomatis men-
jadi tanggungan untuk segala perikatan 
meskipun kekayaan tersebut tidak dis-
erahkan atau dinyatakan dengan tegas 
sebagai jaminan. 
Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata 
menyatakan bahwa “kebendaan 
tersebut menjadi jaminan bersama-
sama bagi semua orang yang 
mengutangkan padanya, pendapatan 
penjualan benda-benda itu di bagi-
bagi menurut keseimbangan yaitu 
menurut besar kecilnya piutang 
masing-masing, kecuali apabila 
diantara berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan”.
Peraturan perundang-undangan 
menurut teori perlindungan hukum pre-
ventif merupakan bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan oleh negara melalui 
pemerintah untuk memberikan perlindun-
gan hukum bagi masyarakat. Oleh karena 
itu dalam hal pelaksanaan pembiayaan 
konsumen pada dasarnya pemerintah 
telah membentuk peraturan perundang-
undangan secara khusus untuk memberi-
kan perlindungan hukum terhadap pelak-
sanaan pembiayaan konsumen, adapun 
beberapa perundang-undangan tersebut 
adalah:
1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Jaminan Fidusia
2) Undang-Undang Republik Indonesia 
Perlindungan Konsumen
2009 tentang Lembaga Pembiayaan
2011 tentang Pengamanan Eksekusi 
Jaminan Fidusia
5) Peraturan Menteri Keuangan 
Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi 
Perusahaan Pembiayaan yang 
Melakukan Pembiayaan Konsumen 
untuk Kendaraan Bermotor.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif meru-
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pakan perlindungan akhir berupa sanksi, 
denda, penjara dan hukuman tambahan 
yang diberikan apabila sudah terjadi sen-
gketa atau telah dilakukan suatu pelangg-
aran. Dalam perjanjian pembiayaan justru 
obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi 
jaminan hutang yang paling efektif, dik-
arenakan menggunakan jaminan hutang 
yang paling efektif, dikarenakan menggu-
-
rundang-undangan yang mengatur pelak-
sanaan pembiayaan konsumen tersebut 
juga memuat sanksi bsebagai bentuk per-
lindungan hukum represif adapun sanksi 
tersebut antara lain:
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
telah mengatur ancaman pidana bagi 
debitor yang menggadaikan atau 
tanpa ijin kreditor yaitu di ancam 
pidana penjara paling lama 2(dua) 
tahun dan denda penjara paling 
banyak Rp 50.000.000,00.
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
konsumen menyatakan sanksi pidana 
bagi pelaku usaha yang melanggar 
adanya penggunaan klausula bagi 
sebagaimana termuat dalam pasal 18 
yaitu dengan sanksi pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 
(dua milyar rupiah).
PMK.010/2012 tentang Pendaftaran 
Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 
Pembiayaan yang Melakukan 
Pembiayaan Konsumen untuk 
Kendaraan Bermotor dengan 
Pembebanan Jaminan Fidusia yang 
memberikan sanksi administratif 
bagi perusahaan pembiayaan yang 
melanggar ketentuan penarikan 
yang telah memenuhi persyaratan 
yang melanggar ketentuan penarikan 
yang telah memenuhi persyaratan 
dan kesepakatan para pihak dalam 
perjanjian pembiayaan konsumen 
yaitu dengan cara:
a) Peringatan
b) Pembekuan kegiatan usaha
c) Pencabutan izin usaha
Penjelasan diatas menunjukkan 
bahwa negara melalui pemerintah 
telah memberikan perlindungan 
hukum bagi debitor dalam pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan konsumen 
dengan adanya perlindungan hukum 
secara represif maupun preventif.
Selanjutnya akan dijelaskan menge-
nai bentuk perlindungan hukum yang di-
berikan oleh pihak kreditor atau lembaga 
pembiayaan konsumen telah memberikan 
perlindungan hukum atau tidak kepada 
debitor. Dikarenakan dalam prakteknya 
sering kali di jumpai bahwa hak dan ke-
wajiban para pihak selalu berada di posisi 
yang tidak seimbang. Oleh karenanya un-
tuk menyeimbangkan hak dan kewajiban 
tersebut maka diperlukannya suatu hu-
kum yang dapat mengatur dan melindun-
gi setiap kepentingan para pihak tersebut. 
Setiap produk hukum diharapkan selalu 
memberikan perlindungan hukum bagi 
para pihak agar terciptanya keseimangan 
hak dan kewajiban. Setiap produk hukum 
wajib memberikan perlindungan hukum, 
maka dalam perjanjian pembiayaan kon-
sumen tidak terkecuali pula untuk mem-
berikan perlindungan hukum bagi para 
bahwa bentuk perjanjian pembiayaan 
konsumen kebanyakan sudah berbentuk 
kontrak baku. Sehingga tidak menutup 
kemungkinan bahwa dalam perjanjian 
ini menempatkan salah satu pihak khu-
susnya pihak debitor dalam posisi yang 
lemah yang nantinya pasti dihadapkan 
pada situasi take it or leave it.
Penggunaan klausul baku ini dalam 
perjanjian pembiayaan konsumen me-
mang secara Hukum Perdata diakui sah 
karena tidak adanya unsur pemaksaan 
kehendak didalamnya yakni jika kon-
sumen menyetujui perjanjian maka ia 
sudah tahu mengenai segala sesuatu 
risiko yang ditanggungnya, namun jika 
debitor menolak klausul baku maka para 
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pengusaha tidak akan memaksanya. 
Dalam prakteknya seorang debitor demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya tidak ja-
rang juga menyetujui klausul baku yang 
telah ditetapkan oleh pengusaha. Melihat 
kondisi demikian, acap kali pengusaha 
membuat isi klusula baku itu cenderung 
lebih menguntungkan dirinya sendiri se-
hingga timbullah ketidakseimbangan hak 
dan kewajiban antara debitor dan kreditor 
(Ice Trisnawati, www.repository.usu.ac.id 
diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 
19.03 WIB).
Pada dasarnya memang hukum se-
cara formal di Indonesia belumlah men-
gatur secara pasti mengenai perjanjian 
baku. Sehingga seringkali terjadi perbe-
daan pendapat mengenai sah tidaknya 
pengikatan para pihak dalam kontrak 
baku. Mengenai adanya ketidakseimban-
gan posisi antara para pihak dalam perjan-
jian baku. Mariam Badrulzaman memberi-
kan pendapat bahwa perbedaan posisi 
para pihak ketika perjanjian baku diada-
kan tidak memberikan kesempatan pada 
debitor mengadakan tawar menawar (real 
narganing) dengan pengusaha (kreditor). 
Debitor tidak mempunyai kekuatan untuk 
mengutarakan kehendak dan kebebasan-
nya dalam menentukan isi perjanjian. 
Oleh karenan itu perjanjian baku tidak 
memenuhi elemen yang dikehendaki pas-
al 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH 
Perdata (Salim H.S., 2005:121). 
Tidak memenuhinya hal dikehendaki 
dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun 
terdapat pendapat yang masih memper-
bolehkan menggunakan kontrak standar 
dengan alasan sebagai bukti ketika terjadi 
suatu tuntutan dalam persidangan. Hal 
tersebut dilansir dalam jurnal yang berbu-
nyi sebagai berikut:
“at least with consumer contracts, 
many term or simultaneously 
unlikely to be read, are not brought 
to thr attention of the parties and 
the substantively one sided may 
justify goverment imposed term (or 
at least default terms that can only 
be overcome with clear evidence of 
knowing waiver) (Brian H. Bix, 2008. 
Contract Law Theory, Legal Studies 
Research Paper Series Ressearch 
Minnesota Law School)
Maksudnya paling tidak dengan kon-
trak pada konsumen, banyak syarat seka-
ligus yang tidak mungkin dibaca, tidak 
dipahami bagian-bagian dan  substansin-
ya, di satu sisi pemerintah telah memak-
sakan syarat ( paling tidak syarat yang 
tidak sanggup diatasi dengan bukti yang 
jelas untuk surat pembebasan tuntutan).
Banyaknya pro kontra tersebut, se-
lanjutnya Mariam Darus Badrulzaman 
memberikan pandangannya yang juga 
mengkaji dari aspek kebebasan para pi-
hak. Disini pihak debitor tidak mempunyai 
kekuatan tawar menawar dalam menen-
tukan isi kontrak dengan pihak kreditor. 
Pihak kreditor tinggal menyodorkan isi 
kontrak tersebut kepada debitor dan debi-
tor tinggal menyetujui atau tidak. Apabila 
debitor menyetujui substansinya maka ia 
menandatangani kontrak tersebut, tetapi 
apabila subtansi itu tidak disetujui, maka 
ia tidak menandatangani kontrak tersebut. 
Dengan demikian kebebasan berkontrak 
yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH 
Perdata tidak mempunyai arti bagi debi-
tor, karena hak-hak debitor dibatasi oleh 
kreditor (Salim H.S., 2005:122).
Dari uraian diatas penulis berpendapat 
bahwa Etik Sri Sulanjari (debitor) dalam 
hal ini termasuk dalam perlindungan hu-
kum represif. Karena dalam hal ini kreditor 
telah melakukan eksekusi secara sepihak 
dengan menggunakan debtcollector ter-
hadap barang jaminan debitor yang seha-
rusnya tidak dibenarkan karena jaminan 
eksekusi terhadap barang jaminan terse-
but yang berupa kendaraan bermotor Su-
zuki Sky Drive debitor merasa dirugikan 
karena debitor harus mengeluarkan biaya 
transport untuk naik kendaraan umum 
agar bisa mencapai tempar kerjanya dari 
rumah debitor. Dalam hal ini Majelis ha-
kim dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 
(2) Undang-Undang Perlindungan Kon-
sumen Majelis Hakim memberikan sanksi 
kepada pihak kreditor untuk menganti rugi 
semua kerugian yang telah ditanggung 
oleh debitor akibat esekusi obyek jaminan 
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-
bankan ganti rugi terhadap kreditor untuk 
mengganti uang transport debitor yang 
seharinya dihitung Rp 15.000,00 selama 
30 hari – 4 hari libur kerja yaitu sebanyak 
26 hari kerja. Sehingga total yang harus 
diganti oleh kreditor terhadap debitor se-
banyak Rp 390.000,00. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan bahwa debitor disini 
memang perlu perlindungan hukum agar 
tidak dirugkan akibat dari eksekusi obyek 
sesuai dengan peraturan yang ada dan 
-
kan itu sendiri.
D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab se-
belumnya dalam skripsi ini penelitian terkait ter-
kait pokok permasalahan pertama dan kedua 
maka dapat disimpulkan ,yaitu:Pihak debitur 
yang telah wanprestasi dengan tidak membayar 
angsuran selama 2 (dua) bulan membuat pi-
hak kreditur melakukan eksekusi barang jami-
nan kendaraan bermotor yang tidak didaftar-
didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal 
ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pi-
hak kreditur untuk melakukan eksekusi secara 
langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa 
putusan pengadilan sebagaimana yang selama 
terhadap debitur yang cidera janji. Pelaksanaan 
eksekusi Jaminan Fidusia pun harus sesuai 
dengan peraturan  Kepala Kepolisian Republik 
-
manan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sedangkan 
menurut UUJF diterangkan bahwa eksekusi 
dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah 
-
kutiroal melalui pembuatan akta notaris tentang 
Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada Ke-
menterian Hukum dan HAM. Jadi pelaksanaan 
eksekusi tersebut tidak sah dimata hukum, dan 
bahkan batal demi hukum. 
Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jam-
debitur melakukan wanprestasi maka secara 
normatif kreditur tidak sah menggunakan pa-
rate executie (eksekusi langsung), dan proses 
eksekusinya harus dilakukan dengan cara men-
melalui  proses Hukum Acara Perdata hingga tu-
runnya putusan hakim yang mempunyai kekua-
tan hukum tetap. Jika pelaksanaan eksekusi 
tetap dilakukan, maka eksekusi tersebut akan 
batal demi hukum jika debitur mengajukan gu-
sys-
tem online yaitu: tidak memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum bagi para pi-
hak yang berkepentingan, tidak memenuhi asas 
dapat digunakan untuk mengeksekusi benda 
E. Saran
Terkait dengan pokok permasalahan dalam 
penelitian ini yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran-
saran sebagai berikut :Hendaknya kreditur agar 
untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlind-
ungan hukum serta memenuhi asas publisitas. 
Kemudian kepada notaris agar dapat memberi-
kan informasi tentang pentingnya pendaftaran 
online saat ini sudah 
lebih mudah, cepat, murah dan nyaman.
Debitur disarankan untuk berhati-hati pada 
-
tikan telah mengetahui pentingnya pendaftaran 
mengetahui legal atau tidak legalnya suatu 
pelaksanaan eksekusi harus disertai aturan-
aturan tentang pelaksaan eksekusi dan menun-
jukan surat-surat yang sah sebelum melakukan 
eksekusi barang jaminan. Terlebih lagi sebai-
Hendaknya pemerintah lebih mengefektifkan 
peraturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidu-
sia yang ada dengan cara memberikan sanksi 
yang tegas kepada para kreditur apabila tidak 
tidak ada lagi permasalahan mengenai Jaminan 
Fidusia yang tidak didaftarkan seperti yang su-
dah ada sebelumnya.
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